
mempertimbangkan situasi yang berkembang dan kondisi masyarakat;
mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pakar
komunikasi; dan
melakukan kajian ulang terhadap tarif ojol baru. 

Tarif dinilai terlalu tinggi, sehingga muncul keberatan konsumen. Hasil survei RISED,
mayoritas konsumen hanya bersedia membayar rata-rata 5% lebih tinggi dari tarif lama,
sedangkan kenaikan tarif biaya jasa batas bawah di Jabodetabek (zona II) mencapai 30%
dan batas atas 8%.
Kenaikan tarif baru menyebabkan ojol menjadi tidak kompetitif sebagai moda transportasi
yang menjadi pilihan masyarakat selama ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda kembali pemberlakuan tarif baru bagi ojek
online (ojol) yang seharusnya berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2022. Penundaan implementasi
tarif baru ini bertujuan untuk melakukan survei dan diskusi yang lebih matang dan
berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut: 

1.
2.

3.

Tarif baru ojol diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.564 Tahun 2022 tentang
Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk
Kepentingan Masyarakat. Adapun perubahan tarif ojol didasarkan akan kebutuhan terhadap
penyesuaian dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah barang
kebutuhan pokok. Perubahan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
pengemudi ojol. 

Saat ini, ojol sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas
sehari-hari, terutama sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang cukup vital, khususnya bagi
masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus. Berdasarkan
studi Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), lebih dari 50% konsumen ojol
adalah masyarakat menengah bawah dan memilih ojol karena harganya yang terjangkau. Oleh
karena itu, rencana kenaikan tarif ojol akan sangat berpengaruh terhadap perilaku
pemanfaatan ojol oleh masyarakat. Beberapa pertimbangan yang muncul di dalam
masyarakat terhadap kenaikan tarif ojol ini antara lain:
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Sumber

Selama masa penundaan tarif transportasi ojek online (ojol) yang baru,
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat memanfaatkan waktu untuk
meninjau kembali formula tarif ojol dengan lebih teliti dengan melibatkan para
pemangku kepentingan. Komisi V juga memastikan Kemenhub (pemerintah) dapat
mengeluarkan keputusan yang tepat dalam penetapan tarif ojol dengan
mempertimbangkan kepentingan masyarakat (rakyat) sebagai konsumen dan
pengemudi ojol yang terdampak kenaikan kebutuhan hidup terlebih bila ada
kenaikan harga BBM. Selain itu, Komisi V diharapkan berperan dalam fungsi
legislasi untuk mengawal kehadiran payung hukum terhadap transportasi online di
Indonesia, antara lain legalitas profesi ojol dan penetapan tarif ojol. Salah satu
alternatif adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui Prolegnas Tahun 2023.
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Kenaikan tarif baru berpotensi menurunkan permintaan terhadap ojol, dan berpotensi
beralih ke kendaraan pribadi sebagai substitusi. 
Masalah baru seperti kemacetan dan peningkatan emisi karbon akan muncul sebagai
dampak beralihnya permintaan dari ojol ke kendaraan pribadi. 
Beban pengeluaran masyarakat akan semakin bertambah sebagai dampak beralihnya
permintaan dari ojol ke kendaraan pribadi, seperti BBM, ganti oli, service kendaraan.
Kenaikan tarif ojol berpotensi meningkatkan laju inflasi melalui biaya transportasi.
Kenaikan tarif ojol tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan pengemudi tanpa
penurunan biaya sewa aplikasi yang tinggi.

Penundaan kebijakan ini menunai protes dari para pengemudi ojol dengan aksi demostrasi di
depan Gedung DPR pada tanggal 29 Agustus 2022. Melalui penundaan ini, diharapkan
pemerintah mendapatkan keputusan apakah tarif harus dinaikan, berapa besarannya, dan
siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan tarif tersebut. Seiring dengan wacana
kenaikan BBM dan perekonomian nasional yang sedang dalam situasi sulit, diharapkan
pemerintah melibatkan berbagai pihak terkait seperti operator ojol dan mitra ojol untuk
mendapatkan solusi yang terbaik terkait formula tarif ojol bagi kesejahteraan pengemudi ojol,
maupun masyarakat pengendara ojol.         
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